BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Hambatan penarikan objek jaminan pembiayaan konsumen yang
melakukan wanprestasi melalui pemberian kuasa pada jasa penagih di PT.
Adira Cabang Malang dapat dibagi menjadi hambatan eksternal, internal,
hukum dan non-hukum. Hambatan secara internal yang dihadapi oleh PT.
Adira, yakni tidak profesionalnya pihak Marketing dan pihak kredit analis
PT. Adira dalam menjaring konsumen dengan berpedoman pada prinsip
itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdata), dan prinsip kehati-hatian yang mana
hambatan ini dapat pula dikategorikan sebagai hambatan hukum.
Sedangkan hambatan secara intermal dari pihak marketing dan kredit analis
dikarenakan keduanya menjalankan tugasnya berorientasi pada target
pribadi semata, sehingga tidak menjalankan tugasnya sebagaimana
peraturan perusahaan dan hak-hak konsumen, serta lalainya pihak kredit
analis melakukan uji kelayakan konsumen yang mana dapat dikategorikan
pula sebagai hambatan non-hukum dari pihak PT. Adira. Selain dari pihak
PT. Adira hambatan juga ditemukan pula pada pihak konsumen, baik
secara internal maupun eksternal, yakni tidak adanya itikad baik dari calon
Konsumen, barang jaminan dijual, barang jaminan digadaikan, Konsumen
pindah alamat namun tidak mengkonfirmasi kepada pihak perusahaan dan
barang jaminan identitasnya telah diubah oleh konsumen, yang mana

hambatan tersebut dapat dikategorikan hambatan hukum yakni tindakan
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wanprestasi dari pihak konsumen (pasal 1234 KUHPerdata) selain itu
konsumen tidak mematuhi pula ketentuan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni dalam hal
konsumen dilarang mengalihkan, menggadaikan barang jaminan.
Hambatan lain yang didapat dari konsumen yaitu Konsumen tidak mampu
lagi karena Pendapatan bulanan yang tidak menentu sehingga tidak mampu
lagi memenuhi tagihan kredit dan Konsumen tidak memahami isi
perjanjian yang mana dapat dikategorikan sebagai hambatan non-hukum.

Upaya PT Adira Finance Mengatasi Hambatan Dalam Penarikan Barang
Konsumen Wanprestasi Melalui Pemberian Kuasa Pada Jasa penagih.
Terbagi menjadi 2 upaya Yyaitu Upaya Mengatasi Hambatan dalam
Penarikan Barang Konsumen yang muncul dari faktor Internal dan Upaya
Mengatasi Hambatan dalam Penarikan Barang Konsumen yang muncul
dari faktor eksternal. Terdapat upaya Mengatasi Hambatan dalam
Penarikan Barang Konsumen yang muncul dari faktor internal yaitu
pertama Mensurvei kelayakan calon konsumen atau calon Konsumen yang
meliputi penghasilan, pekerjaan, karakter Konsumen. Hal ini diperoleh
dengan cara mendatangi alamat yang diberikan calon Konsumen, kemudian
mencari informasi mengenai rumah, pekerjaan, penghasilan, karakter
Konsumen dengan cara tanya jawab, meminta data, serta mencari informasi
kependuduk sekitar mengenai karakter Konsumen. Sedangkan Hambatan
dalam Penarikan Barang Konsumen yang muncul dari faktor eksternal

yaitu PT Adira menawarkan kebijakan, jasa penagih mendatangi
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Konsumen, mengawasi rumah terhadap Konsumen, melibatkan informan,
Ikut razia sepeda motor bersama pihak berwajib, Sweeping, Kemudian
upaya pelaporan kepada kepolisian, hal ini dimaksudkan agar Konsumen
dipanggil oleh pihak kepolisian untuk membayar segala kewajibannya.
Apabila Konsumen tidak mau membayar, maka akan dilakukan upaya
terakhir yaitu melanjutkan kasus tersebut sampai ke persidangan.

B. Saran

1. PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Malang sebaiknya menambah
pegawai agar semua upaya pencegahan serta penanganan berjalan dengan
baik.

2. PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Malang sebaiknya mengawasi
secara berkala setiap objek jaminan fidusianya dengan baik agar
kemungkinan terjadinya pengalihan objek fidusia dapat diminimalisir.

3. PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Malang sebaiknya
memberikan training atau pelatihan terhadap pegawai khususnya yang
bergerak dibidang penagihan agar kendala internal khususnya yang
disebabkan oleh kurangnya kompetensi pegawai.

4. PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Malang sebaiknya lebih ketat
dalam menyeleksi calon Konsumen agar hanya Konsumen yang memiliki
prospek dan karakter yang baik saja yang diterima guna meminimalisir

kredit bermasalah.
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